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1.1 Latar Belakang 

Berdasarkan Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, mengamanatkan bahwa setiap Pemerintah Daerah harus menyusun dokumen rencana pembangunan daerah yang sistematis, terarah, kontinyu dan tanggap terhadap perubahan dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah dan perencanaan tahunan. Sehingga Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota harus menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).


Sementara itu, paralel dengan penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), berdasarkan pasal 7 Undang – Undang  Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, juga mewajibkan setiap organisasi perangkat daerah menyusun dan memiliki Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD). Rencana Kerja merupakan rencana program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk satu tahun kedepan sesuai dengan pokok dan fungsi yang berfungsi sebagai pendukung kesuksesan penyelenggaraan pembangunan daerah dan suatu dokumen perencanaan pembangunan yang memberikan arahan pembangunan untuk mewujudkan sasaran – sasaran yang ingin dicapai selama satu tahun kedepan.

Sehubungan dengan amanat tersebut maka Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sumatera Barat sebagai Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2017 ini menyusun Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018. Dalam penyusunan Rencana Kerja, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sumatera Barat memulai dengan tahap perencanaan penyusunan Renja diantaranya pembentukan tim penyusun Renja OPD. Kemudian tahap selanjutnya pemprosesan penyusunan Renja diantaranya yaitu melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data atau informasi yang dilakukan dengan rapat – rapat serta koordinasi dari berbagai pihak terkait serta menganalisis gambaran pelayanan OPD kemudian sampai pada tahap finalisasi Renja. Berdasarkan peraturan perundang - undangan yang berlaku bahwa pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sumatera Barat adalah untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat di Sumatera Barat.

Dalam hal keterkaitan antar dokumen perencanaan, Renja ini disusun dengan mempedomani Rencana Strategis (Renstra) dan mengacu pada RKPD. Bahwa berdasarkan tujuan, sasaran, strategis dan kebijakan dalam Rencana Strategis dan RKPD tersebut, maka Renja merencanakan pencapaian dalam satu tahun. Hal ini untuk mensinkronkan program dan kegiatan dengan antar dokumen perencanaan sehingga menjaga konsistensi perencanaan pembangunan daerah. Kemudian Renja juga mempedomani Renja Kementerian/Lembaga dan Renja ini juga dapat sebagai acuan penyusunan Renja SKPD Kabupaten/kota yang terkait. Hal tersebut untuk mendukung suksesnya rencana pembangunan. 
Berdasarkan Renja SKPD dan RKPD tersebut, maka dijadikan dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas serta Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta ditindaklanjuti untuk proses penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang pada akhirnya penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Berikut gambaran hubungaan antar dokumen.
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1.2 Landasan Hukum
Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 adalah sebagai berikut :
1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang;
2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 
5. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang–Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025;

13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032;

15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021;

16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunanan Perangkat Daerah.
1.3 Maksud Dan Tujuan
Maksud Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 adalah dokumen perencanaan yang sistematis dan dinamis dengan mengakomodasi berbagai hal berkaitan dengan strategik yang disusun untuk melaksanakan dokumen perencanaan OPD periode 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember serta menggambarkan capaian kinerja yang dapat ditransformasikan ke dalam Renja OPD dan RKA OPD.
Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 adalah :
1. Sebagai pedoman rencana pembangunan tahunan untuk perumusan program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2018. 
2. Mendeskripsikan tentang program – program prioritas yang akan dilaksanakan Satpol PP dan Damkar Prov Sumbar.
3. Sebagai tolok ukur penilaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sumatera Barat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya selama tahun 2018.
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2.1 Evaluasi Pelaksanaan Tahun 2016 dan Capaian Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja 
Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 juga harus dilakukan evaluasi. 

Evaluasi Rencana Kerja Tahun 2016
Dalam menjalankan program dan kegiatan tahun 2016, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat didukung dengan anggaran dari APBD Prov Sumbar Tahun 2016 yaitu Rp. 14.211.270.743,- untuk melaksanakan 9 program dan 51 kegiatan. Dengan rincian sebagai berikut: 
 - Belanja tidak langsung Rp. 7.716.446.743,- 
      - Belanja langsung Rp.6.494.824.000,-

Realisasi anggaran tahun 2016  yaitu: Rp. Rp.13.614.530.568,- atau 95,80% dan realisasi fisik 100%. Dengan rincian sebagai berikut :

1. Realisasi keuangan belanja tidak langsung yaitu: Rp. Rp.7.399.175.978,- atau 95,89% dan realisasi fisiknya 100%
2. Realisasi keuangan belanja langsung yaitu: Rp. 6.215.354.590,- atau 95,70%. dan realisasi fisik sebesar 100% 

Perkiraan Pencapaian tahun anggaran 2017
Sedangkan untuk tahun berjalan yakni tahun anggaran 2017 dengan anggaran sebesar Rp.14.248.620.000,- dalam 9 program dan 53 kegiatan, diharapkan keberhasilan kinerja mencapai 100 % atau minimal sama dengan tahun 2016, baik realisasi keuangan maupun realisasi fisik.
Secara umum dapat disimpulkan bahwa realisasi program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat tahun 2016 telah dijalankan dan terlaksana. Untuk rincian yang lebih lengkapnya terhadap capaian realisasi keuangan dan fisik Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada tabel T.VI.C.5.
Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2016, perkiraan capaian program dan kegiatan tahun 2017 serta pencapaian target Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021, maka secara umum berkinerja baik. 
Tabel T.VI.C.5.
ANGGARAN DAN REALISASI KEUANGAN DAN FISIK 
SATPOL PP PROV SUMBAR TAHUN 2016
	NO
	BELANJA / PROGRAM / KEGIATAN
	ANGGARAN 

(Rp)
	REALISASI KEUANGAN
	REALISASI FISIK (%)

	
	
	
	Rp
	%
	

	
	BELANJA TIDAK LANGSUNG
	7.716.446.743
	7.399.175.978
	95,89
	100

	1


	Belanja Pegawai
	7.716.446.743
	7.399.175.978
	95,89
	100

	1
	Belanja Gaji dan Tunjangan
	5.656.303.918
	5.574.602.563
	98,56
	100

	2
	Belanja Tambahan Penghasilan PNS
	2.060.142.825
	1.824.573.415
	88,57
	100

	
	
	
	
	
	

	
	BELANJA LANGSUNG
	6.494.824.000
	6.215.354.590
	95,70
	100

	1
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
	1.804.564.199
	1.731.860.513
	95,97
	100

	1
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
	4.957.474
	4.957.200
	99,99
	100

	2
	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
	114.000.000
	100.511.292
	88,17
	100

	3
	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
	27.119.000
	26.186.059
	96,56
	100

	4
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
	88.773.000
	88.773.000
	100,00
	100

	5
	Penyediaan Alat Tulis Kantor
	49.040.000
	49.039.518
	100,00
	100

	6
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
	32.035.400
	32.034.201
	100,00
	100

	7
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
	4.970.000
	4.970.000
	100,00
	100

	8
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	43.880.000
	38.800.000
	88,42
	100

	9
	Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang – Undangan
	20.000.000
	20.000.000
	100,00
	100

	10
	Penyediaan Makanan dan Minuman
	18.680.000
	16.600.000
	88,87
	100

	11
	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah
	599.489.325
	596.044.243
	99,43
	100

	12
	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
	684.720.000
	641.745.000
	93,72
	100

	13
	Penyediaan Jasa Informasi, Dokumentasi dan Publikasi
	8.000.000
	6.000.000
	75,00
	

	14
	Penyediaan Jasa Asuransi Jiwa bagi Satuan Polisi Pamong Praja
	108.900.000
	106.200.000
	97,52
	100

	
	
	
	
	
	

	2
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
	311.519.000
	299.230.519
	96,06
	100

	1
	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
	138.000.000
	134.400.000
	97,39
	100

	2
	Pengadaan Meubeleur
	10.000.000
	9.500.000
	95,00
	100

	3
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Studio, Komunikasi dan Informasi
	4.100.000
	4.100.000
	100,00
	100

	4
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
	59.894.000
	53.103.119
	88,66
	100

	5
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	3.950.000
	3.950.000
	100,00
	100

	6
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubeleur
	3.700.000
	3.700.000
	100,00
	100

	7
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer dan Jaringan Komputerisasi
	21.650.000
	21.650.000
	100,00
	100

	8
	Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Asset SKPD
	27.322.000
	25.924.400
	94,88
	100

	9
	Rehabilitas Sedang/Berat Gedung Kantor
	42.903.000
	42.903.000
	100,00
	100

	
	
	
	
	
	

	3
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur
	385.038.000
	343.930.000
	89,32
	100

	1
	Pengadaan Pakaian Dinas dan Berserta Kerlengkapannya
	204.038.000
	174.270.000
	85,41
	100

	2
	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu
	181.000.000
	169.660.000
	93,73
	100

	
	
	
	
	
	

	4
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
	71.768.000
	69.610.537
	96,99
	100

	1
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
	71.768.0000
	69.610.537
	96,99
	100

	
	
	
	
	
	

	5
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
	338.091.000
	290.519.775
	85,93
	100

	1
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
	16.089.000
	14.750.950
	91,68
	100

	2
	Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD
	9.660.000
	9.589.350
	99,27
	100

	3
	Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan SKPD
	167.820.000
	139.913.475
	83,37
	100

	4
	Penatausahaan Keuangan SKPD
	144.522.000
	126.266.000
	87,37
	100

	
	
	
	
	
	

	6
	Program Pencegahan dan Pemberantasan Maksiat
	250.576.363
	247.399.149
	98,73
	100

	1
	Operasi Gabungan Penegakan Peraturan Daerah
	166.475.000
	164.097.785
	98,57
	100

	2
	Pengawasan Pelaksanaan Perda No 11 tahun 2001 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Maksiat
	84.101.363
	83.301.364
	99,05
	100

	
	
	
	
	
	

	7
	Program Peningkatan Perlindungan Masyarakat
	278.836.763
	230.397.863
	82,63
	100

	1
	Inventarisasi Potensi Personil Satlinmas di Kab/Kota
	75.000.000
	71.524.351
	95,37
	100

	2
	Deteksi Dini, Pencegahan dan Penanganan Kerawanan Sosial dan Resiko Bencana di Sumatera Barat
	95.000.000
	91.608.562
	96,43
	100

	3
	Pembentukan Regulasi Sistem Perlindungan Masyarakat
	42.000.000
	39.114.800
	93,13
	100

	4
	Sosialisasi dan Pemantauan Pelaksanaan Sistem Perlindungan Masyarakat
	66.836.763
	28.150.150
	42,12
	100

	
	
	
	
	
	

	8
	Program Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
	2.824.353.425
	2.779.113.871
	98,40
	100

	1
	Pengamanan dan Pengawalan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Pejabat VIP
	309.940.500
	308.128.262
	99,42
	100

	2
	Koordinasi Forum Komunikasi Lintas Provinsi dan Kabupaten / Kota se Sumatera Barat
	99.004.600
	96.237.238
	97,20
	100

	3
	Pengamanan Gedung Istana Bung Hatta dan Pengamanan Gedung VIP Bandara Internasional Minangkabau ( BIM )
	75.077.000
	73.808.986
	98,31
	100

	4
	Patroli Lapangan dalam Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Umum Lintas Kab/ Kota se Sumatera Barat
	108.012.400
	104.246.866
	96,51
	100

	5
	Gelar Pasukan Satpol PP dan Satlinmas 
	183.710.500
	182.531.200
	99,36
	100

	6
	Penyediaan Jasa Tenaga Pengaman
	1.656.195.675
	1.635.197.775
	98,73
	100

	7
	Pemgamanan Unjukrasa dan Keramaian dengan aparat terkait
	21.250.000
	20.200.000
	95,06
	100

	8
	Pelatihan Pengendalian Massa bagi Anggota Satpol PP Sumatera Barat
	54.770.800
	54.370.800
	99,27
	100

	9
	Pelatihan Teknik Pengamanan dan Pengawalan serta Deteksi Dini Wilayah
	114.330.000
	109.496.600
	95,77
	100

	10
	Latihan Beladiri Karate bagi Anggota Pol PP
	123.942.300
	120.457.300
	97,19
	100

	11
	Monitoring dan Evaluasi Peningkatan Sumber Daya Aparatur Pol PP di Kab/Kota Se Sumbar
	78.119.650
	74.438.844
	95,29
	100

	
	
	
	
	
	

	7
	Program Peningkatan Penegakan Peraturan Daerah dan Pemberdayaan PPNS
	230.077.250
	223.292.363
	97,05
	100

	1
	Pegawasan Pelaksanaan Perda di Provinsi Sumatera Barat
	64.552.000
	62.231.951
	96,41
	100

	2
	Peningkatan Koordinasi dan Fasilitasi PPNS 
	59.934.000
	56.184.726
	93,74
	100

	3
	Penyuluhan Pemberkasan dan Persidangan Tipiring
	40.341.250
	40.119.350
	99,45
	100

	4
	Penyelesaian Administrasi Legalitas PPNS 
	65.250.000
	64.756.336
	99,24
	100

	
	JUMLAH
	14.211.270.743
	13.614.530.568
	95,80
	100


2.2  Analisis Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja
Pengukuran kinerja program dan kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran melalui tahapan sebagai berikut :
1.   Penetapan Indikator Kinerja
Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu program/kegiatan yang telah ditetapkan. Secara umum indikator kinerja meliputi indikator masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran target indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan. 
2.  Capaian Analisis Kinerja 

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan diantaranya untuk program/kegiatan dan pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.
Berdasarkan program dan kegiatan dalam DPA Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 bahwa Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat telah menjalankan penegakan Peraturan Daerah. Selanjutnya penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentramanan masyarakat dilaksanakan diantaranya patroli dan operasi gabungan dengan pihak terkait serta penyelengaraan perlindungan masyarakat. Sehingga pada dasarnya kinerja Satpol PP Prov. Sumbar hampir tercapai sesuai dengan tupoksi Satpol PP Prov Sumbar. Namun karena belum adanya SPM untuk tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi maka kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang ditentukan dalam SPM tidak dapat dilakukan, sehingga tabel T.VI.C1 nihil.
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2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja
Sasaran strategis yang direncanakan dan dilaksanakan pada tahun 2016 tidak terlepas dari analisis strategis terhadap lingkungan kerja yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat, mencakup Penegakan Peraturan Daerah, Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentramanan Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat di Provinsi Sumatera Barat. Berikut ini aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi, yaitu:
1.   Belum Optimalnya Penegakan Peraturan Daerah 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah  Nomor 6 Tahun 2010 bahwa salah satu tugas pokok Satpol PP yaitu menegakan Peraturan Daerah, yang berarti upaya Satpol PP untuk menjamin dan memastikan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah tersebut dapat dilaksanakan sebagaimana seharusnya. Namun dalam pelaksanaan di lapangan, masih banyak ditemukan pelanggaran-pelanggaran Perda. Hal ini terjadi karena:

 
- Beberapa Perda belum mempunyai sanksi hukum yang tegas


- Kebocoran Informasi masih sangat besar 


- Jumlah PPNS tidak seimbang dengan jumlah Perda yang akan ditegakan

2. Masih kurangnya tingkat kesadaran masyarakat untuk menciptakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat 

Hal ini disebabkan oleh kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap aturan hukum yang dibuat oleh Pemerintahan Daerah sehingga menimbulkan gesekan – gesekan antara masyarakat dengan masyarakat dan masyarakat dengan Pemerintah. Kemudian pada saat ini, tingkat heterogen masyarakat sangat tinggi.
3.    Penyelenggaraan perlindungan masyarakat belum optimal 

Perlindungan Masyarakat adalah suatu keadaan dinamis dimana warga masyarakat disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan. Namun, pada saat ini bergesernya gaya hidup masyarakat yang mengarah ke individualisme sehingga kurangnya masyarakat mengikuti penyelenggaraan perlindungan masyarakat. Kemudian juga harus ada pencegahan terhadap kebakaran.
4. Masih terjadinya perbuatan maksiat di Provinsi Sumatera Barat 

Berdasarkan Falsafah masyarakat Sumatera Barat yaitu “Adat Basandi Syarak, Syarak  Basandi  Kitabullah”, maka tatanan kehidupan masyarakat Sumatera Barat didasarkan kepada aturan agama islam dan dipengaruhi adat dan budaya minang. Falsafah tersebut telah dituangkan dalam Perda Nomor 11 tahun 2001 tentang pencegahan dan pemberantasan Maksiat. Namun, saat ini masih terjadi perbuatan maksiat di Provinsi Sumatera Barat.
5. Pelaksanaan tata pemerintahan yang belum maksimal dan kurangnya sumber daya aparatur mengikuti pendidikan dan pelatihan
Pelaksanaan tata pemerintahan yang harus ditingkatkan yaitu pelayanan publik, sistem perencanaan dan pengelolaan keuangan. Kemudian salah satu kunci sukses penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi suatu organisasi adalah kompetensi aparatur yang berkualitas, hal tersebut juga dibutuhkan oleh Satpol PP. Namun pelaksanaan tata pemerintahan yang baik dan pengembangan sumber daya aparatur masih kurang maksimal, hal ini terjadi karena anggaran, jumlah aparatur dan jenis program pendidikan/pelatihan aparatur masih terbatas.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dalam menyusun dokumen perencanaan Rencana Kerja, maka diperlukan review terhadap rancangan awal RKPD agar terwujudnya keselarasan dan kesesuaian antar dokumen perencanaan sehingga pembangunan daerah dapat terwujud. Berdasarkan Rancangan Awal RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam kebakaran Provinsi Sumatera Barat melaksanakan akan melaksanakan misi pertama, yaitu: Meningkatkan Tata Kehidupan Yang Harmonis, Agamais, Beradat, Dan Berbudaya Berdasarkan Falsafah ”Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah. Dengan tujuan pertama, yaitu: Meningkatkan pelaksanaan pembangunan mental dan kehidupan masyarakat madani yang aman, damai, tentram, harmonis, beriman dan bertaqwa dengan mengamalkan nilai universal keagamaan dalam kehidupan. Selanjutnya pada sasaran kedua yaitu: Meningkatnya kualitas kehidupan beragama dan kerukunan antar-umat beragama; dan sasaran ketiga, yaitu: Berkurangnya penyakit masyarakat (pekat). Kemudian Prioritasnya, yaitu: Pembangunan Mental dan Pengamalan Agama Dan ABS-SBK Dalam Kehidupan Masyarakat. Kemudian Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat juga akan mendukung pelaksanaan misi kedua, yaitu: Meningkatkan Tata Pemerintahan Yang Baik, Bersih Dan Profesional. Tujuan misi kedua ini tentang meningkatkan profesionalitas aparatur pemerintah dan bebas KKN, meningkatkan tata pemerintahan yang baik, bersih, transparan dan akuntabel serta meningkatkan pelayanan publik yang prima, transparan, aspiratif dan partisipatif.  Berikut ini review terhadap rancangan awal RKPD tahun 2018 dalam tabel T-VI.C.7.
Tabel T-VI.C.7.
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2018

Provinsi Sumatera Barat
	No
	Rancangan Awal RKPD
	Hasil Analisis Kebutuhan
	Keterangan

	
	Program

/Kegiatan
	Lokasi
	Indikator Kinerja
	Target Kinerja
	Pagu Indikatif (Rp.000)
	Program

/Kegiatan
	Lokasi
	Indikator Kinerja
	Target Kinerja
	Kebutuhan Dana (Rp.000)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
	Dalam dan LuarSumatera Barat
	Persentase pelayanan administrasi perkantoran
	100%
	1.913.000
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
	Dalam dan LuarSumatera Barat
	Persentase pelayanan administrasi perkantoran
	100%
	>1.913.000
	Masih ada penambahan kegiatan dan anggaran

	2
	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
	Sumatera Barat
	Persentase berfungsinya sarana dan prasarana aparatur


	100%
	428.000
	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
	Sumatera Barat
	Persentase berfungsinya sarana dan prasarana aparatur


	100%
	>428.000
	Masih ada penambahan kegiatan dan anggaran

	
	
	
	Kepatuhan pelaksanan UU pelayanan publik (zona hijau)
	Zona Hijau
	
	
	
	Kepatuhan pelaksanan UU pelayanan publik (zona hijau)
	Zona Hijau
	
	

	3
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur
	Sumatera Barat
	Persentase disiplin aparatur dalam berpakaian dinas
	100%
	414.000
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur
	Sumatera Barat
	Persentase disiplin aparatur dalam berpakaian dinas
	100%
	>414.000
	Masih ada penambahan kegiatan dan anggaran

	4
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
	Dalam dan LuarSumatera Barat
	Rata-rata lamanya PNS mengikuti diklat
	20jpl/orang/tahun
	79.000
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
	Dalam dan LuarSumatera Barat
	Rata-rata lamanya PNS mengikuti diklat
	20jpl/orang/tahun
	>79.000
	Masih ada penambahan kegiatan dan anggaran

	5
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan
	Dalam dan LuarSumatera Barat
	Tingkat kesesuaian pelaporan capaian kinerja pada unit kinerja SKPD
	100%
	342.000
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan
	Dalam dan LuarSumatera Barat
	Tingkat kesesuaian pelaporan capaian kinerja pada unit kinerja SKPD
	100%
	>342.000
	Masih ada penambahan kegiatan dan anggaran

	
	
	
	Nilai Evaluasi SAKIP SKPD
	BB
	
	
	
	Nilai Evaluasi SAKIP SKPD
	BB
	
	

	
	
	
	Tingkat akurasi, kecepatan dan kecermatan dalam pengelolaan keuangan
	100%
	
	
	
	Tingkat akurasi, kecepatan dan kecermatan dalam pengelolaan keuangan
	100%
	
	

	
	
	
	Persentase kesesuaian usulan Renja dengan Renstra SKPD
	100%
	
	
	
	Persentase kesesuaian usulan Renja dengan Renstra SKPD
	100%
	
	

	
	
	
	Persentase kesesuaian usulan Renja dengan RPJMD
	100%
	
	
	
	Persentase kesesuaian usulan Renja dengan RPJMD
	100%
	
	

	6
	
	
	
	
	
	Program Perencanaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian kegiatan dan Aset
	Dalam dan LuarSumatera Barat
	
	
	> 184.000
	Masih ada penambahan kegiatan dan anggaran

	7
	Program Pencegahan Dan Pemberantasan Maksiat
	Dalam dan LuarSumatera Barat
	Persentase kabupaten/kota yang dapat difasilitasi untuk operasi gabungan pemberantasan maksiat
	70%
	215.000
	Program Pencegahan Dan Pemberantasan Maksiat
	Dalam dan LuarSumatera Barat
	Persentase kabupaten/kota yang komitmen dalam pelaksanaan pencegahan dan  pemberantasan maksiat
	52%
	> 215.000
	Masih ada penambahan kegiatan dan anggaran

	8
	Program Peningkatan Perlindungan Masyarakat
	Dalam dan LuarSumatera Barat
	Rasio jumlah satuan linmas per RT atau sebutan lainnya
	0,4
	290.000
	Program Peningkatan Perlindungan Masyarakat
	Dalam dan LuarSumatera Barat
	Persentase desa/kelurahan atau sebutan sejenis lainnya yang telah membentuk Satlinmas
	5%
	>290.000
	Masih ada penambahan kegiatan dan anggaran

	9
	Program Pemeliharaan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat
	Dalam dan LuarSumatera Barat
	Persentase kabupaten/kota yang dapat difasilitasi dalam patroli ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat
	70%
	2.767.000
	Program Pemeliharaan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat
	Dalam dan LuarSumatera Barat
	Persentase kabupaten/kota yang dapat difasilitasi dalam patroli ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat
	70%
	>2.767.000
	Masih ada penambahan kegiatan dan anggaran

	10
	Program Pembinaan dan Pengembangan Kompetensi Aparatur
	Sumatera Barat
	Persentase diklat aparatur yang dapat diselenggarakan sesuai rencana
	100%
	339.000
	Program Pembinaan dan Pengembangan Kompetensi Aparatur
	Sumatera Barat
	Persentase diklat aparatur yang dapat diselenggarakan sesuai rencana
	100%
	>339.000
	Masih ada penambahan kegiatan dan anggaran

	11
	Program Peningkatan Penegakan Peraturan Daerah Dan Pemberdayaan PPNS
	Dalam dan LuarSumatera Barat
	Persentase kasus pelanggaran Perda yang dapat diselesaikan
	70%
	239.000
	Program Peningkatan Penegakan Peraturan Daerah Dan Pemberdayaan PPNS
	Dalam dan LuarSumatera Barat
	Persentase kasus pelanggaran Perda yang dapat diselesaikan
Persentase PPNS yang melaksanakan tupoksi
	70%
50%
	>239.000
	Masih ada penambahan kegiatan dan anggaran

	12
	
	
	
	
	
	Program Penanggulangan Kebakaran
	Dalam dan LuarSumatera Barat
	Persentase kab/kota yang terpetakan rawan kebakaran
	26%
	.> 70.000
	Masih ada penambahan kegiatan dan anggaran

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


2.5 Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat
Untuk menyukseskan pembangunan daerah Sumatera Barat, dalam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat perlu didukung oleh berbagai pemangku kepentingan. Sehubungan hal tersebut, pemangku kepentingan dapat memberikan saran dan masukan terhadap rencana kerja ke beberapa usulan program/kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat. Usulan dari pemangku kepentingan bisa didapatkan melalui pengumpulan data dan informasi dari rapat – rapat seperti dengan Satpol PP Kabupaten/Kota se Sumbar. Kemudian melalui koordinasi dan konsolidasi program dengan kegiatan dengan pemangku kepentingan serta pengamatan dilapangan. Selanjutnya usulan tersebut harus ditelaah yang didasarkan pada tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat dan program prioritas pembangunan daerah. Pada rencana kerja tahun 2018, ada beberapa usulan kegiatan dari pemangku kepentingan diantaranya dari SKPD baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota se- Sumatera Barat dan lembaga lainnya, sehingga dianalisis dan disesuaikan dengan keadaan anggaran dan tupoksi Satpol PP dan Damkar.


3.1
Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
Direktorat Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia merupakan instansi pusat yang berkaitan dengan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan rencana strategisnya terdapat rencana pembangunan yaitu program bina administrasi kewilayahan pada kegiatan pembinaan ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat.
Sehubungan hal diatas dan menindaklanjutinya, Gubernur Sumatera Barat sebagai wakil Pemerintah Pusat didaerah harus melaksanakan urusan pemerintahan wajib dengan urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu : ketenteraman, ketertiban umum dan serta perlindungan masyarakat dan dalam hal ini dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat. 
Sehingga salah satu arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah nantinya adalah penegakan peraturan daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Kemudiaan tantangan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat kedepan akan semakin berat diantaranya kemungkinan terjadinya konflik horizontal maupun konflik vertikal serta berbagai bentuk gangguan lainnya yang mengancam kenyamanan masyarakat dan kekayaan daerah dan harus dapat ditangani secara koordinatif, komprehensif dan profesional.
3.2 Tujuan Dan Sasaran Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja


Dalam upaya mendukung pencapaian visi dan misi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat tersebut, maka dirumuskan tujuan dan sasaran dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, tujuan yang dirumuskan merupakan gambaran tentang keadaan yang diinginkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Mengacu pada Misi sebagaimana dirumuskan di atas, tujuan yang ingin dicapai Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat yang berdasarkan Rencana Strategis Perubahan adalah: 
1. Terwujudnya kesadaran masyarakat, aparat dan badan hukum dalam melaksanakan Peraturan Daerah 
2. Terwujudnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dalam kehidupan sehari – hari 
3. Terwujudnya perlindungan masyarakat
4. Terwujudnya kehidupan masyarakat yang mengamalkan nilai universal keagamaan 
5. Terwujudnya tata pemerintahan dan sumber daya aparatur yang berkualitas

Dari Visi, Misi dan Tujuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat yang telah ditetapkan di atas, maka sasaran yang akan diwujudkan yang berdasarkan Rencana Strategis  adalah :
1. Meningkatnya kepatuhan masyarakat, aparatur dan badan hukum terhadap Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat
2. Meningkatnya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di Provinsi Sumatera Barat
3. Meningkatnya kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat yang menyelenggarakan perlindungan masyarakat
4. Berkurangnya perbuatan maksiat di Provinsi Sumatera Barat
5. a.
Meningkatnya kualitas pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan
b. Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur
3.3 Program Dan Kegiatan

Rumusan program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sumatera Barat yang direncanakan tahun 2018, didasarkan pada pertimbangan dari berbagai faktor – faktor, diantaranya tugas pokok dan fungsi, tujuan dan sasaran, isu – isu strategis dan gambaran pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sumatera Barat serta pertimbangan lainnya. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka program dan kegiatan dalam pagu dan sesuai dengan Renstra yang diusulkan serta program dan kegiatan diluar pagu dan atau diluar Renstra yang diusulkan dapat dilihat pada tabel T.VI.C.10. (lampiran).


Rencana Kerja (Renja) merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang harus disusun setiap OPD termasuk Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat. Kemudian Renja akan menjadi bagian dari rancangan RKPD dan setelah ditetapkan juga akan menjadi bahan penyusunan KUA PPAS dan juga RAPBD.
Untuk menyukseskan pelaksanaan rencana program dan kegiatan tersebut, diharapkan mendapat dukungan anggaran dari Pemerintah Daerah dan dukungan teknis dari berbagai stakeholders Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat. Dokumen Renja ini bersifat dinamis dan fleksibel  dengan menyesuaikan keadaan terkini agar program dan kegiatan dapat menjawab tantangan prioritas.
Berdasarkan dokumen Renja ini, direncanakan sebagai salah satu sumber penyusunan rencana kerja dan anggaran (RKA) kemudian dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sumatera Barat tahun 2018.
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